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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan pembahasan yang telah ditulis pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum positif di Indonesia, 

penyelesaian secara hukum apabila terjadi pelanggaran hak privacy yang 

dilakukan oleh media massa dapat diselesaikan dengan berbagai cara, yaitu: 

1. Dalam hukum pidana, pelanggaran hak privacy oleh media massa dapat 

dipidana dengan Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Pasal 

311 KUHP tentang fitnah, dan Pasal 315 KUHP tentang penghinaan 

ringan. Penyelesaiannya dilakukan menurut prosedur hukum acara pidana 

yang ada di Indonesia dan diadili di Pengadilan Negeri pada tingkat 

pertama, Pengadilan Tinggi pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung 

pada tingkat kasasi 

2. Dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 Tentang HAM, pelanggaran 

hak privacy oleh media massa melanggar Pasal 9 ayat (2), Pasal 29 ayat 

(1), dan Pasal 31, karena pasal-pasal tersebut tidak termasuk dalam 

pelanggaran HAM berat maka penyelesaiannya dilakukan menggunakan 

ketentuan hukum pidana dan diselesaikan di pengadilan umum, yaitu di 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan pada tingkat kasasi diajukan ke 

Mahkamah Agung. 
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3. Menurut Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers, pelanggaran 

hak privacy dalam media massa melanggar Kode Etik Jurnalistik, sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku maka pelanggaran hak privacy oleh media 

massa diselesaikan dengan mengikuti prosedur penanganan perkara pers 

dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan.  

Namun pelanggaran hak privacy oleh media massa sebaiknya diselesaikan 

menurut prosedur penangan perkara pers. Hal itu dikarenakan segala bentuk 

pelanggaran yang dilakukan oleh media massa telah diatur dalam Undang-

Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers dan juga dalam Undang-Undang 

No.32 tahun 2002 Tentang penyiaran. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan 

oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, dapat juga melanggar kode 

etik jurnalistik yang berlaku bagi profesi pers sehingga perkara tersebut 

diselesaikan juga melalui Sidang Pleno Dewan Pers. 

B. Saran 

1. Hendaknya untuk penanganan kasus pers, penyelesaiannya melalui 

prosedur yang sesuai untuk profesi pers dan mempertimbangkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bagi profesi pers.  

2. Hendaknya ada kerjasama yang sinergi antara polisi dan Dewan Pers 

dalam menangani perkara pers agar kasus pers tidak langsung 

dikategorikan dalam pidana biasa yang jauh dari Undang-Undang Pers. 
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3. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya segera 

membuat peraturan perundang-undangan untuk penanganan perkara 

pelanggaran hak privacy yang dilakukan dalam media massa. 

4. Sekalipun pers memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan 

informasi bagi masyarakat hendaknya juga memperhatikan hak-hak 

privacy subyek berita agar tidak berakibat merendahkan martabat manusia 

dan mencemarkan nama baiknya. 

5. Para korban pelanggaran hak-hak privacy hendaknya tidak main hakim 

sendiri atau menyewa orang lain untuk balas dendam tetapi dapat 

menuntut melalui prosedur hukum yang ada. 
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